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PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Bdg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3175010807900002, Tempat lahir Jakarta, tanggal 08
Juli 1990 (umur 32 tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali, No. HP 08567668883, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3171066301900005, tempat lahir Jakarta, tanggal 23
Januari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam,
pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di --, Kota
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya
disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
24 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung
pada tanggal 24 Februari 2023 dengan register perkara Nomor
44/Pdt.G/2023/PA.Bdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di
hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pada hari Jum’at, tanggal 16 Oktober 2009,
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 535/34/X/2009, tertanggal 16 Oktober
2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
bersama di Jalan Kayu Manis VII No. 78A RT.014/RW.007 Kelurahan Kayu
Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama:

o ANAK | PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir di

Jakarta, tanggal 22 September 2010;
o ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir di
Jakarta, tanggal 22 September 2010;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, hamun sejak tahun 2018 hingga pada
bulan September 2022 Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

o Termohon diketahui oleh Pemohon selingkuh dengan pria lain melalui
chatingan sosial media;

o Termohon diketahui oleh Pemohon check in di hotel dengan pria lain dan
Termohon mengakui hal itu;

o Termohon tanpa diketahui oleh Pemohon banyak menjual aset
barang-barang di rumah seperti laptop, motor dan lain sebagainya saat
Pemohon sedang bekerja di Bali;

o Termohon bila dinasehati oleh Pemohon sering kali tidak mendengarkan
apa yang menjadi hasehat Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi yang puncaknya pada

bulan Desember 2022 dan Termohon menyatakan ingin pisah dengan
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Pemohon sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah
ranjang sejak saat itu sampai dengan sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon
dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan
perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama
ANAK | PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta,
tanggal 22 September 2010 (umur 12 tahun) dan ANAK II PEMOHON
DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 September
2010 (umur 12 tahun) lebih dekat dengan Pemohon, maka Pemohon
mohon hak asuh anak tersebut (hadhanah) ditetapkan kepada Pemohon;

8. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon
diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon
didepan sidang Pengadilan Agama Badung;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Badung Cqg. Majelis hakim yang memeriksa perkara

ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Badung;

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang hak asuh
(hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK |
PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal
22 September 2010 (umur 12 tahun) dan ANAK II PEMOHON DENGAN
TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 22 September 2010

(umur 12 tahun);
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4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
SUBSIDER .

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan
kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya Pemohon
menyatakan ada perubahan yakni mencabut posita angka 7 (tujuh) dan petitum
angka 3 (tiga) yakni berkaitan dengan hak asuh anak, Penggugat tidak akan
menuntut lagi dan hanya memohon untuk dikabulkan permohonan
perceraiannya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.
1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen atas nama

Pemohon, Nomor -- tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan PIt.

Lurah Kuta, mengetahui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
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Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf
oleh Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Menteng, Kota
Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor --, tanggal 16 Oktober 2009.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi
Saksi 1, SAKSI | PEMOHON, umur 31 tahun, agama Protestan, pendidikan
SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --, Jakarta, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Jakarta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
kembar;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak tahun 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain dan
apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering kali tidak
mendengarkan apa yang menjadi nasehat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat beberapa Kkali

Termohon keluar rumah dan berfoto dengan laki-laki lain di Monas;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2022 sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bali sedangkan Termohon tinggal di
Jakarta;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan saksi sendiri
agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, namun tidak berhasil
karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, SAKSI I| PEMOHON, umur 33 tahun, agama Kristen, pendidikan

SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --, Kabupaten Badung, di

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
teman kerja Pemohon saat di Jakarta;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
Jakarta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak
kembar;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak tahun 2018;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain, dan
sudah ketahuan sebanyak 3 (tiga) kali, serta laki-laki idaman lain
tersebut adalah teman dari saksi dan apabila dinasehati oleh Pemohon,
Termohon sering kali tidak mendengarkan apa yang menjadi nasehat

Pemohon;
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- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat beberapa Kkali
dan saksi juga mendengar langsung pengakuan dari laki-laki
selingkuhan dari Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2
bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bali sedangkan Termohon tinggal di
Jakarta;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan saksi sendiri
agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali, namun tidak berhasil
karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta
Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya
secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pada
mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,
namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya karena Termohon diketahui oleh Pemohon selingkuh dengan pria
lain melalui chatingan sosial media, Termohon diketahui oleh Pemohon check
in di hotel dengan pria lain dan Termohon mengakui hal itu, Termohon tanpa
diketahui oleh Pemohon banyak menjual aset barang-barang di rumah seperti
laptop, motor dan lain sebagainya saat Pemohon sedang bekerja di Bali dan
Termohon bila dinasehati oleh Pemohon sering kali tidak mendengarkan apa
yang menjadi nasehat Pemohon, yang akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal
serumah sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang dan selama berpisah
tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang
baik, atas dasar hal tersebut Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk

diperiksa lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim
berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan
pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah
benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri,
dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan
suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya
telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan
dua orang saksi yang bernama SAKSI | PEMOHON dan SAKSI || PEMOHON,
yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Penduduk
Non Permanen) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas
Pemohon yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan
darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1, telah
terbukti Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Badung dan
bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang mana tempat

tinggal Pemohon merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung,
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namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya diajukan di
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sedangkan
Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan
tetapi karena Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meninggalkan
rumah kediaman bersama dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Badung
berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 2009,
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan
Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah,
sehingga Pemohon telah mempunyai legal standing dalam mengajukan
permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai
pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang
keadaan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya,
adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
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308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan
mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun,
tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang penyebabnya karena
Termohon diketahui oleh Pemohon selingkuh dengan pria lain, Termohon
diketahui oleh Pemohon check in di hotel dengan pria lain dan Termohon
mengakui hal tersebut kepada Pemohon, Termohon tanpa diketahui oleh
Pemohon banyak menjual aset barang-barang di rumah seperti laptop,
motor dan lain sebagainya saat Pemohon sedang bekerja di Bali dan
Termohon bila dinasehati oleh Pemohon sering kali tidak mendengarkan
apa yang menjadi nasehat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang
lebih 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa saksi-saksi sudah mengusahakan supaya Pemohon dan Termohon

bisa rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta
keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan
fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 16
Oktober 2009, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

diketahui oleh Pemohon selingkuh dengan pria lain, Termohon diketahui
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oleh Pemohon check in di hotel dengan pria lain dan Termohon mengakui
hal tersebut kepada Pemohon, Termohon tanpa diketahui oleh Pemohon
banyak menjual aset barang-barang di rumah seperti laptop, motor dan lain
sebagainya saat Pemohon sedang bekerja di Bali dan Termohon bila
dinasehati oleh Pemohon sering kali tidak mendengarkan apa yang menjadi
nasehat Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang
terus-menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa para saksi sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon
bisa rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri berpisah tempat
tinggal dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana
mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan
pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan
kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga
Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha
untuk menasihati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat
kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak
berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim
berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan
untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah
sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum
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Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat
ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah
Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan
Termohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah
merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu
perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena
telah pecah sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada
maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah

fighiyah yang berbunyi:
Flall Gl e pdis aulill ¢y

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, Hakim perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Bagarah
ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:
” <

2o 2o ik SN Y

-

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah

beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap
Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang
perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Badung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1444 Hijriyah oleh Putri
Miftakhul Khusnaini, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama
Badung, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Aminatus
Solichah sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
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Hakim Tunggal,

ttd.

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera,

ttd.

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya:

1. Pendaftaran . Rp  30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan . Rp 370.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp  20.000,00
5. Redaksi . Rp  10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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